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ABSTRAK

Dalam Islam, pernikahan merupakan bentuk penyaluran naluri seks yang dapat
membentengi seorang Muslim dari jurang kenistaan. Anjuran menikah oleh
mayoritas ulama lebih diarahkan kepada orang yang ditakutkan akan terjatuh
kepada zina, jika tidak menikah. Terhadap pelaku zina ditentukan tiga bentuk
hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam. dua
hukuman yang pertama jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku zina ghairu
muhshan yaitu pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi pelaku zina
muhshan yaitu pelaku zina yang telah menikah baik berstatus masih menikah atau
sudah putus perkawinannya, berlaku jilid dan rajam. Menurut Pasal 284 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan perbuatan zina
yaitu hubungan seksual atau hubungan di luar perkawinan yang dilakukan oleh
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya
masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.. Oleh karna itu penulis
mengangkat skripsi dengan tema “Ketentuan Zina dalam KUHP Perspektif
Hukum Islam”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana ketentuan zina menurut KUHP, bagaimana ketentuan zina
menurut Hukum Islam dan bagaimana ketentuan zina dan sanksinya menurut
KUHP di tinjau menurut Hukum Islam. Adapun penulisan ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana ketentuan zina menurut KUHP, bagaimana ketentuan zina
menurut Hukum Islam dan bagaimana ketentuan zina dan sanksinya menurut
KUHP di tinjau menurut Hukum Islam. Manfaat penelitian ini antara lain untuk
dapat mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan zina menurut KUHP,
bagaimana ketentuan zina menurut Hukum Islam dan bagaimana ketentuan zina
dan sanksinya menurut KUHP di tinjau menurut Hukum Islam. Pembahasan
penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data
yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat [library research
(penelitian kepustakaan) yaitu membaca dan menelaah melalui sumber primer dan
sekunder. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan metode deskriptif.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-
undang, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Di dalam KUHP,
diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan Laki-laki yang beristri
berbuat zina, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina, seorang pria
yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut
bersalah telah kawin dan seorang wanita yang telah kawin yang turut serta
melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah
telah kawin. Di dalam Hukum Islam, Hukuman hadd bagi pezina yang masih
lajang adalah dera. Para Ulama selain Khawarij bersepakat bahwasannya
hukuman bagi pezina yang berstatus muhshan adalah rajam. Hal ini berdasarkan
sejumlah dalil dari as-Sunnah yang mutawatir, dalil ijma’, serta dalil logika.
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BAB1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama fitrah dan moderat yang mengakui keberadaan naluri
seksual, akan tetapi bukan dalam kebebasan seks dan bukan pula rowagiaisme
yang mematikan tuntutan naluri. Namun Islam mengaturnya melalui pernikahan.
Ketika Allah SWT menciptakan manusia, Dia telah menciptakan pasangan hidup

baginya.' Firman Allah SWT:
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Artinya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).2

Dalam Islam, pernikahan merupakan bentuk penyaluran naluri seks yang
dapat membentengi seorang Muslim dari jurang kenistaan. Anjuran menikah oleh
mayoritas ulama lebih diarahkan kepada orang yang ditakutkan akan terjatuh

kepada zina, jika tidak menikah.’

Fadhel llahi, Zina: Problematika dan Solusinya. Terj. Subhan Nur, (Jakarta: Qisthi Press,
2005), hal. 72.

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2000), hal. 469.

3Fadhel Tlahi, Zina: Problematika..., hal. 74.



Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina adalah “Hubungan seksual antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam
perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.*

Pengertian zina dalam pandangan umum mazhab, seperti ulama Malikiyah
mendefinisikan zina adalah seorang mukallaf me-wath i (menyetubuh) faraj yang
bukan miliknya secara sah dan dilakukan dengan sengaja. Sementara ulama
Syafi’iyah memandang lain yaitu zina adalah memasukkan zakar ke faraj yang
haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memasukan hawa nafsu.’

Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa’

ayat 32:

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”®

Hadis tentang zina diungkapkan di antaranya sebagai berikut:

Artinya:
“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasannya: Nabi SAW bersabda:
Allah SWT telah menentukan bahwa anak Adam cenderung terhadap
perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan, yaitu
melakukan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk

“Abdul Aziz Dahlan, et al,. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6, Cet 1, (Jakarta: Ichtiar Baru
van Hoeve, 1996), hal. 2026.

SA. Djazuli, Fikih Jinayah, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hal. 35.
®Ibid..., hal. 314.



penuturan,  zina  perasaan  melalui  cita-cita  dan  keinginan
mendapatkannya. Namun, kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat
zina atau tidak”.

Terhadap pelaku zina ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman
cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam. dua hukuman yang pertama jilid
dan pengasingan dikenakan bagi pelaku zina ghairu muhshan yaitu pelaku zina
yang belum menikah, sedangkan bagi pelaku zina muhshan yaitu pelaku zina yang
telah menikah baik berstatus masih menikah atau sudah putus perkawinannya,
berlaku jilid dan rajam.’

Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
belum efektif mengatasi permasalahan zina yang terjadi dalam masyarakat
wilayah Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari kasus perzinaan yang semakin
marak. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah terjadi,
yang dapat dilihat dari perilaku sebahagian pelaku zina yang semakin berani dan
tidak tercermin rasa bersalah.®

Pelaku zina yang mengakui hasil perbuatan zinanya di media dengan dalih
kejujuran dan tidak munafik telah kerap terjadi, antara lain ketika pelaku zina
melahirkan anak tanpa ayah, atau ia melahirkan empat bulan setelah akad nikah,
dan lain-lain.

Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang
dimaksud dengan perbuatan zina yaitu hubungan seksual atau hubungan di luar

perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

"Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000), hal.73.

*Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau
dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010), , hal. 1.



kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang
lain.’

Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki
dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin
laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga
mengeluarkan air mani."

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan
cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Sehubungan dengan
warga negara Indonesia mayoritas Islam, maka untuk memahami isi ketentuan
KUHP, maka penulis akan mengkajinya melalui perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Ketentuan Zina dalam KUHP

Perspektif Hukum Islam .
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, sebagaimana yang telah dikemukakan di
atas, penulis menarik beberapa masalah yang dirumuskan untuk diteliti antara
lain:

1. Bagaimana ketentuan zina menurut KUHP?

2. Bagaimana ketentuan zina menurut Hukum Islam?

3. Bagaimana ketentuan zina dan sanksinya menurut KUHP di tinjau

menurut Hukum Islam?

°R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1980), hal. 209.

Y7pid..., hal. 209.



C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1.

2.

Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum zina menurut KUHP.
Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum zina menurut Hukum
Islam.

Untuk mengetahui bagaimana ketentuan zina dan sanksinya menurut

KUHP di tinjau menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1.

Dapat mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan hukum zina
menurut KUHP.

Dapat mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan hukum zina
menurut Hukum Islam.

Dapat mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan zina dan

sanksinya menurut KUHP di tinjau menurut Hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penggunaan istilah-istilah kata

kunci dalam penelitian ini, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan

terhadap istilah-istilah yang dianggap penting, yakni:



1. Ketentuan Ketentuan berasal dari kata “tentu” yang berarti pasti, tidak
berubah lagi. Ketentuan yaitu sesuatu yang sudah tentu atau yang telah
ditentukan."!

2. Kata zina berasal dari bahasa Arab, yaitu zanaa — yazni — zinaa-an yang
berarti Atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin, artinya
menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara’ atau
disebabkan wanitanya budak belian. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina
adalah “Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai
unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.'”

3. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-
undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP
merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi
menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua
hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak
pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana
formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana
materiil. "’

4. Hukum yaitu peraturan yg dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yg

berlaku bagi semua orang dl suatu masyarakat (negara). Hukum Islam yaitu

"Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1500.

">Abdul Aziz Dahlan, et al,. Ensiklopedi ..., hal. 2026.
BR. Soesilo, Kitab Undang-Undang..., hal. 5.



peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan

berdasarkan kitab al-Qur’an; hukum syara’."*
F. Kajian Terdahulu

Sejauh ini kajian atau penelitian tentang ketentuan zina telah banyak
dilakukan oleh beberapa orang peneliti lainnya. Namun tidak satupun ditemukan
kajian yang khusus membahas tentang bagaimana ketentuan zina dalam KUHP
perspektif hukum Islam. Penulis akan mencantumkan beberapa kajian yang
dimaksud, antara lain:

1. Karya M. Arwani dalam skripsinya yang berjudul “Zina dan Kumpul Kebo
dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo
dalam RUU KUHP 2005)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam RUU
KUHP delik zina dan kumpul kebo hanya masuk dalam delik aduan sehingga
kerangka hukum bagi pelaku zina dan kumpul kebo kurang begitu kuat."

2. Karya Muhammad Hayafizul bin MD. Ahayar dalam skripsinya yang
berjudul “Hukuman bagi Pezina menurut Fikih Syafi’i dan Enakmen
(Undang-Undang) Jinayah Syariah Negri Selangor”. Skripsi ini menjelaskan
bahwa proses peradilan dalam kasus zina di Mahkamah Syari’ah Negeri

Selangor jika ditinjau dari sudut undang-undang atau eknamen terdapat

14Depar‘[emen Pendidikan Nasional, Kamus Besar ..., hal 531.

M. Arwani, “Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi atas Delik Zina
dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)”. (Skripsi Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, 2008).



beberapa konsep atau tata cara yang sudah ditetapkan sebagai hukum positif
didalam lembaga hukum khususnya di Selangor.'®

3. Karya Moh. Afifi dalam skripsinya yang berjudul “Kriminalisasi Perzinaan
dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan bahwa
dalam konteks kriminalisasinya baik dalam KUHP maupun dalam hukum
Islam terdapat konsekuensi yang cenderung sama, yaitu perzinaan yang
kerugian bertambah bagi korbannya, seperti luka berat atau bahkan kematian,
maka hukuman bagi pelaku zina dapat ditambah sesuai tingkat pidananya.'’

4. Karya Dian Andriansari dalam Jurnalnya yang berjudul “Studi Komparatif
tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki”. Jurnal ini
menjelaskan bahwa Negara Indonesia dan Negara Turki sebagai negara yang
memiliki landasan ideologi yang berbeda dan sistem hukum yang berbeda
pula, zina menurut hukum pidana di Indonesia merupakan suatu perbuatan
pidana, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 284 KUHP, pasal tersebut
berlaku apabila salah satu pelaku zina telah terikat pernikahan, jadi bagi para
pelaku yang belum terikat pernikahan tidak dapat di pidana. Di Negara Turki
perbuatan zina bukan perbuatan pidana, hal tersebut didasarkan pada ideologi
Turki yang sekuler dan memandang bahwa hubungan seksual merupakan
wilayah privat, akan tetapi zina dapat menjadi penyebab atau dijadikan alasan

untuk mengajukan perceraian, akan tetapi bagi para pelaku zina yang belum

"*Muhammad Hayafizul bin MD. Ahayar, “Hukuman bagi Pezina menurut Fikih Syafi’i dan
Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negri Selangor”. (Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

""Moh. Afifi, “Kriminalisasi Perzinaan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam”. (Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).



atau tidak terikat perkawinan maka, perbuatan zina yang dilakukan tidak

berdampak atau beresiko apapun.18
G. Kerangka teori

Zina berarti melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang dilakukan oleh
laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka dan hukumnya tidak sah
secara agama. Namun bila terjadi ketidaksukaan di lain pihak, hal itu disebut
dengan pemerkosaan dan pihak yang memaksa terjadinya persetubuhan yang patut
dihukum dengan delik pemerkosaan (Vide KUHP Pasal 285 dan 287 (1)) atau
perempuannya di bawah umur. Konsep yang ditekankan pada tindak hukum
pidana di Indonesia menyangkut masalah hubungan diluar nikah adalah menganut
nilai-nilai kebebasan (liberalisme) dan mengandung unsur seksual yang tidak
memandang hukum agama dapat menjadi pijakan hukum negara dan
kemasyarakatan bahkan pengertian zina yang diberikan menganut hukum barat,
suka sama suka, dan tidak adanya pemaksaan.

Dari definisi itu, maka dapat dikatakan zina bila sudah memenuhi dua unsur,
yaitu: adanya persetubuhan (sexual intercourse) antara dua orang yang berbeda
jenis kelaminya dan tidak ada adanya keserupaan atau kekeliruan dalam
perbuatan seks, yakni apabila perbuatan tersebut terhadap seorang perempuan
yang “dikira istrinya” maka tidak disebut zina karena unsur ketidaksengajaan atau

kekeliruan.

"Dian Andriansari, “Studi Komparatif tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum
Turki”. (Jurnal Fakultas Syariah, Vol. XIII No. 3: 2011), hal. 265-279.
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Demikian pula menurut hukum Islam, sangat jelas bahwa setiap hubungan
seksual atau persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang sah adalah
merupakan zina. Al-Lahyani mengatakan, “Zina (dibaca pendek) adalah bahasa
penduduk Hijaz, sedangkan zina (dibaca panjang) adalah bahasa Tamim. Dan kata
‘zina’ definisi syara’ dan bahasa adalah seorang leki-laki yang menyetubuhi
wanita melalui qubul (kemaluan), yang bukan miliknya (istri atau budaknya) atau
yang berstatus yang menyerupai hak miliknya. Tegasnya, setiap hubungan badan
yang tanpa melalui nikah atau syubhatu nikah (menyerupai pernikahan) atau
perbudakan. Hal ini disepakati oleh mayoritas ulama Islam. Zina adalah perbuatan
keji, baik melalui qubul maupun dubur, dan termasuk dosa besar, yaitu laki-laki
dan perempuan yang melakukan hubungan badan tanpa hubungan pernikahan
yang sah antara keduanya.

Kemudian Islam melarang perzinaan dengan tujuan untuk melindungi
kesucian ikatan keluarga dan menjaga agar moral manusia tidak sama dengan
hewan. Bukankah Allah tidak menjadikan manusia itu sama dengan hewan namun
di atas dengan segala kelebihannya. Dan itulah jalan yang telah di pilihkan oleh
Allah kepada umatnya. Berdasarkan definisi di atas, maka zina dapat di uraikan
dalam tiga unsur: 1. Persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan 2. Atas kehendak bersama 3. Tanpa melalui pernikahan. Macam-
macam perzinaan, zina dapat digolongkan dalam dua golongan: 1. Zina muhshan,
yaitu laki-laki atau perempuan. Yang telah melakukan persetubuhan melalui
pernikahan yang sah, kemudian berzina 2. Zina yang bukan muhshan, yaitu laki-

laki atau perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan melalui
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pernikahan yang sah, kemudian berzina. Selain itu, dalil hukum yang di
kemukakan oleh Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nuur (24) ayat 2 sebagai

berikut:

.a RS €.~
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-
orang yang beriman”.

Berdasarkan dalil hukum tersebut, dapat dikemukakan bahwa syari’at Islam
tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan/atau
hamba sahaya, kaya atau miskin, hitam atau putih. Oleh karena itu, bila seseorang
terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikitpun, maka hukuman itu
akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial.

Allah menurunkan setiap ayat-Nya yang tertulis dalam Al-Qur’an sudah pasti
untuk kemanfaatan hidup dan kehidupan manusia didunia dan di akhirat kelak,
termasuk ketentuan-ketentuan larangan perzinaan serta hukumannya yang
diserahkan kepada manusia secara qat’i maupun melalui lembaga ta’zir. Kebaikan
dan kebahagiaan orang yang menjaga kesucian diri juga akan dirasakan oleh
keluarga dan anak cucu (keturunannya). Karena dengan mengikuti aturan Allah
(memelihara diri dengan menikah secara sah dan halal) akan memelihara
keturunan-keturunan yang sah dan jelas pula, baik secara hukum maupun agama.

Sudah pasti ada rahasia Allah untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia, selain



12

untuk menghindarkan dan menghilangkan kemudharatan yang dihadapi atau
dialami manusia akibat perzinaan. Sungguh Allah Maha Mengetahui atas keadaan

yang menimpa dan akan menimpa manusia, diantaranya masalah perzinaan.
H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu
masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan
tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia. Penelitian
dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk masalah-
masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. "

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), yang
bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-
macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah,
dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah, dan lain-lainnya yang berkaitan

dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun data sekunder.

"Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
2008) hal. 75.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan
komparatif yang dilakukan dengan membandingkan dan meninjau ketentuan zina

dalam KUHP perspektif Hukum Islam.
3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.
Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan kedalam sumber primer dan
sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer;

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara

langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli®’ Yaitu yang

diperoleh langsung dari obyek penelitian. Adapun sumber primer ini penulis
dapatkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun
melalui kitab-kitab figh dan hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder;

Data sekunder ini yang memberikan penjelasan mengenai sumber data

primer. Selain menggunakan buku atau referensi utama, penulis juga

menggunakan buku atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan
tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap

masalah ini.

®Harun Nasution, Metode Research Penelitian [lmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal.
150.
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4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode apa yang harus
digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan penulis untuk
memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode literatur yang
meneliti konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku, dan
media lain seperti internet atau meneliti hal-hal yang tercantum dalam dokumen-
dokumen serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,
sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang ada untuk kemudian diolah dan

dianalisa.?!

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis untuk
meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan
menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah data terkumpul, maka
langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan.
Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan
menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula pada prinsip-prinsip umum
kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus. Langkah-langkah

analisis melalui metode deduktif dapat dilakukan dengan memaparkan suatu

*'Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan
Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 144-
145.
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argumentasi atau asumsi yang berisi statement yang menolak atau membenarkan

suatu perkara, kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan
dalam empat bab yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan
istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang zina yang meliputi pengertian
zina, dasar hukum zina, unsur-unsur zina, macam-macam zina, sanksi hukum bagi
pezina, serta tujuan dan hikmahnya.

Bab ketiga akan membahas tentang ketentuan zina dalam KUHP perspektif
hukum Islam yang terdiri dari tiga sub pembahasan. Pertama, membahas tentang
ketentuan zina menurut KUHP. Kedua, membahas tentang ketentuan zina menurut
Hukum Islam. Ketiga, membahas tentang ketentuan zina menurut KUHP ditinjau
menurut Hukum Islam.

Bab keempat akan membahas tentang analisa penulis terhadap ketentuan zina
dalam KUHP perspektif Hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian yang terakhir dari penulisan ini yang berisi
kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam

keseluruhan penelitian. Selain kesimpulan, dalam bab ini juga berisi saran-saran.





